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ABSTRAK 
 

ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN 

BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI 

E-COMMERCE DENGAN SMART CONTRACT 

 

Sandi Kharisma 
 

Smart Contract sebagai kontrak elektronik yang menyederhanakan suatu 

proses transaksi menjadi lebih mudah, fleksibel serta efisien. Asas kebebasan 

berkontrak ini dapat menjadi dasar keabsahan sebagai landasan untuk mengakui 

eksistensi smart contract sebagai suatu bentuk perjanjian yang diakui dalam sistem 

hukum perjanjian di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan 

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan 

smart contract termasuk keberadaan dan tanggung jawab para pihak dalam 

penggunaan smart contract. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan 

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang 

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai 

penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli melalui e-

commerce dengan smart contract di indonesia bahwa perjanjian baku smart 

contract melalui e-commerce tersebut belum memenuhi asas kebebasan berkontrak 

dan belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas walau 

keberadaannya dapat diakui secara umum karena muatan di dalam smart contract 

dibuat secara sepihak. Oleh karena itu, seharusnya di dalam smart contract 

memberikan ruang antar para pihak bernegosiasi agar tercapai nilai keadilan dan 

keseimbangan. 

 

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, E-Commerce, Smart Contract. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era masyarakat digital seperti sekarang ini di era society 5.0, 

perkembangan teknologi dan perubahannya berdampak signifikan terhadap 

pertumbuhan di dalam suatu negara. Sedemikian pula di Indonesia, disini sangat 

berdampak pada pola hubungan, perilaku ataupun cara bekerja masyarakat. 

Perkembangan tersebut, menyuguhkan peranan penting teknologi dalam 

kehiudupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran untuk 

mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang 

berlaku juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan sebagai 

dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

E-Commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan 

barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Meningkatnya 

perkembangan transaksi perdagangan termasuk jual beli yang tidak hanya 

dilakukan secara konvensional baik di dalam perdagangan internasional maupun 

nasional sehingga mendorong berkembangnya tatanan hukum yang mengaturnya. 

Dalam kehidupan kita sering ditemukan bermacam bentuk perjanjian yang sengaja 

dibuat untuk maksud tertentu, seperti perjanjian kredit, perjanjian jual beli, 

perjanjian sewa menyewa, perjanjian kawin, dan masih banyak lagi bentuk bentuk 

perjanjian yang diadakan. 

Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan dalam e-commerce ialah smart 

contract sebuah gagasan dari Nick Szabo pada tahun 1994 dengan penjelasan yang 

tertulis dalam sebuah artikel dengan judul “Smart Contracts” atau dengan kata lain 

adalah sebuah rangkaian perintah terkomputerisasi untuk menjalankan ketentuan 

dari perjanjian. Smart contract adalah sebuah program  
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computer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data 

dengan tujuan protocol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian 

diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara 

otomatis.1 

Dalam hal ini smart contract dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, 

kemudian transaksi yang dilakukan dapat dilacak serta tidak dapat diubah. Dengan 

berisikan informasi-informasi perihal ketentuan kontrak dan menjalankan 

ketentuan tersebut secara otomatis. Potensi dalam penerapan smart contract yakni 

membuat bisnis jual beli di dalam e-commerce menjadi efisien, didasari pihak 

penjual dengan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakukan 

transaksi jual beli daring e-commerce. Namun dalam smart contract tersebut harus 

tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu perjanjian yakni dalam 

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 

Berdasarkan Pasal 1313 BW yang menyatakan, “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang 

lain atau lebih.” Kemudian dalam sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 

BW yakni, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat 

sesuatu, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.” Berdasarkan ketentuan tertera, 

mengwajibkan pembuatan perjanjian memenuhi unsur yang diatur dalam BW, 

yakni hal ini syarat subyektif ataupun syarat obyektif. Syarat subyektif tidak 

terpenuhi maka para pihak dapat membatalkan serta untuk syarat obyektif maka 

secara otomatis akan batal demi hukum.2 

Namun dalam implementasinya, penggunaan smart contract terdapat risiko 

terhadap para pihak akan dirugikan saat bertransaksi jual beli secara daring dalam 

e-commerce. Mengingat dilakukannya dalam sistem yang otomatis, penggunaan 

smart contract akan menimbulkan pertanyaan dalam pemenuhan 

 

 

 
1 Adhijoso, Bima Danubrata. "Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi 

Pertanian di Indonesia." Jurist-Diction 2, no. 2 (2019): 395-414. 
2 Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." Jurnal Hukum Ius 

QuiaIustum 17, no. 4 (2010): 651-667. 
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syarat subyektif serta syarat obyektif yang timbul dalam suatu perjanjian. Disini 

para pihak terpisah oleh jarak yang relative jauh serta tidak melakukan kontak 

secara fisik. Meskipun dalam smart contract adalah suatu inovasi baru dalam 

bentuk kontrak elektronik serta dengan perjanjian secara konvensional memiliki 

bentuk yang sama, namun pada smart contract memiliki sifat eksekusi otomatis 

atau self-executing yang dijalankan melalui suatu teknologi blockchain. 

Bahwa eksekusi otomatis dilakukan melalui kode computer yang 

diterjemahkan frasa hukum menjadi program yang dapat dieksekusi. Eksekusi 

secara otomatis ini membuat smart contract menggunakan kontrak baku atau 

perjanjian baku. Dalam perjanjian baku terkadang memasukkan klausa exemption 

clause atau eksonerasi. Klausa ini membatasi hingga menghilangkan batasan 

tanggung jawab dari kreditur terhadap risiko yang akan timbul nantinya. Pihak 

penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak. 

Di dalam perjanjian baku, semestinya kedudukan yang seimbang para   

pihak sungguh-sungguh diperhatikan terlebih lagi tidak jarang kita dapatkan   masih 

ada diselipkan klausal eksonerasi atau didalam suatu perjanjian yang dibuat 

memang sengaja memuat klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh 

undang-undang. Klausul eksemsi/eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk 

membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan 

pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya 

melaksanakan kewajibannya yang ditentukan ditentukan didalam perjanjian 

tersebut.3 

Dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi/klausul eksemsi yang dimuat 

dalam suatu perjanjian adalah bertujuan untuk membatasi tanggungjawab dari 

pelaku usaha atau kreditur yang memang seharusnya dilakukan karena menjadi 

tanggungjawabnya, bahkan dapat membebaskan sama sekali pelaku usaha atau 

 

 

 
3 Sutan Remy Syahdeini, 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan  Yang  Seimbang 

Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit  Bank  Di  Indonesia, Jakarta: Institut  Bankir  Indonesia  

(IBI), hlm. 74-75. 
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kreditur dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Sehubungan dengan 

perlindungan terhadap konsumen tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian 

utama apabila para pelaku usaha memberlakukan atau menggunakan perjanjian 

baku adalah mengenai klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembebasan 

atau pembatasan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam sebuah perjanjian. 

Merujuk pada pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen telah 

melarang dimuatnya klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan 

demikian dapat pula dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan 

klausula eksonerasi yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  Konsekuensi atas 

pelanggaran terhadap hal tersebut di atas adalah bahwa perjanjian yang 

“memberatkan” konsumen dapat berakibat batal demi hukum. Walau pada 

prinsipnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku 

usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas sebuah 

perjanjian, selama perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan 

sebagaimana dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan 

KUHPerdata. 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29: 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

Berdasarkan penjabaran diatas, tujuan awal smart contract sebagai kontrak 

elektronik yang menyederhanakan suatu proses transaksi menjadi lebih mudah, 
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fleksibel serta efisien, namun memiliki potensi akan menimbulkan suatu masalah 

hukum terkait kepentingan pihak pembeli. Berdasarkan duduk permasalahan yang 

sudah dijelaskan, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang “Analisis Hukum 

Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-

Commerce Dengan Smart Contract” di Indonesia dikaitkan dengan hukum 

perjanjian dalam KUHPerdata. 
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1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana keberadaan smart contract dalam hukum perjanjian? 

b. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam smart contract? 

c. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dengan smart contract 

dalam jual beli di e-commerce? 

 

2. Faedah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis: 

a.  Manfaat Teoritis 

Bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh 

selama menempuh perkuliahan pada konsentrasi Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan dapat 

menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui e-commerce dengan smart 

contract, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

program studi Hukum. 

b.  Manfaat Praktis 

Bagi penulis-penulis yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian 

berikutnya yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi 

ataupun tulisan ilmiah lainnya, dan juga agar dapat dijadikan bahan 

rujukan atau acuan yang diharapkan dapat menjadi wacana baru, 

sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
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kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui e-commerce 

dengan smart contract. 

 

B.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk dapat memahami keberadaan smart contract dalam hukum 

perjanjian. 

b. Untuk dapat memahami dan mengetahui mengenai tanggung jawab para 

pihak dalam smart contract. 

c. Untuk dapat mengerti penerapan asas kebebasan berkontrak dengan smart 

contract dalam jual beli di e-commerce. 

 

C. Definisi Operasional 

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan 

definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, 

memberikan arah, dan menghindari kesalah pahaman. Beberapa istilah kunci yang 

dipandang penting untuk didefinisikan adalah: 1) Analisis, 2) Kebebasan 

Berkontrak, 3) Perjanjian, 4) Jual-Beli, 5) E-Commerce, 6) Smart Contract. 

1. Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, 

dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan 

parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan 

terhadap objek tersebut terhadap hukum. 

2. Kebebasan Berkontrak adalah kebebasan untuk memilih dan membuat 

kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan 

kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan 
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kebebasan untuk memilih subjek perjanjian sebagaimana pada Pasal 

1320 ayat (1) jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Berdasar dua pasal 

tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsesualisme di dalam 

hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. 

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 ayat 

(1) KUHPerdata). 

4. Jual-Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 

KUHPerdata). 

5. E-Commerce adalah menyediakan kemampuan pembelian dan 

penjualan produk dan informasi di Internet dan jasa online lainnya. 

6. Smart Contract adalah sebuah perjanjian dalam bentuk computer code 

yang disimpan di platform blockchain dan akan berjalan secara otomatis 

ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dan terverifikasi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang 

mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun 

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode 

analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui e-commerce dengan smart contract. 
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Penelitian terkait dan hampir sama dengan kebebasan berkontrak dalam 

perjanjian jual-beli melalui e-commerce dengan smart contract antara lain: 

1. Analisis kebebasan berkontrak dalam smart contract e-commerce 

(Hazilina, Gembongseto Hendro Soedagoeng, 2021) penelitian ini 

menyimpulkan perjanjian baku e-commerce belum memenuhi asas 

kebebasan berkontrak dan belum mencerminkan nilai keadilan, 

keseimbangan dan proporsionalitas karena isi perjanjian telah dibuat 

secara sepihak. Adapun dalam penelitian ini, memaparkan penggunaan 

smart contract dalam jual-beli di era society 5.0 yang saat ini juga perlu 

menjadi perhatian, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk 

memberikan “ruang” agar para pihak dapat bernegosiasi dalam 

perjanjian jual beli e-commerce dengan smart contract. 

2. Penggunaan Smart Contract di Indonesia (Kenny Gilbert Tanumihardjo, 

Made Aditya Pramana Putra, 2022) penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kepastian hukum penggunaan smart contract dikaitkan dengan 

perjanjian dalam BW belum memenuhi asas kebebasan berkontrak serta 

unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangkan 

dalam penelitian ini, memaparkan permasalahan yang timbul serta 

penerapan keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-

beli melalui e-commerce dengan smart contract. 

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya 

baik berkaitan kebebasan berkontrak perjanjian jual-beli e-commerce smart 

contract dengan kebebesan berkontrak smart contract e-commerce, namun tetap 
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berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang didukung dengan rumusan 

masalah yang juga berbeda dengan penlitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini 

benar-benar asli. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka jenis data dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan 

penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam menganalisa 

permasalahan sehubungan dengan penelitian hukum normatif ini 

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian 

yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dimana 

dalam skripsi ini penulis akan mendiskripsikan mengenai peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

jual-beli melalui e-commerce dengan smart contract, sehingga 

diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan 

masalah yang telah penulis uraikan di atas. 
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder: 

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur’an yang disebut 

juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang 

digunakan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 29, yang jika 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut, “Wahai 

orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu”. Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT 

memerintahkan agar dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya 

jual-beli jangan sampai memakan harta sesama secara bathil dan 

hendaklah dalam melakukan kegiatan jual-beli para pihak 

melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian yang sudah disepakati. 

b. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang terdapat pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

c. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang diperoleh melalui bahan 

pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

1)   Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-

letenuan yang berlaku. 
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan 

tentang bahan Hukum Primer yaitu hasil penelitian, berupa 

artikel, buku-buku yang menjadi referensi. 

3)  Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. 

Langkah berikutnya dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap 

bahan bahan hukum yang ada (primer, sekunder dan tersier) untuk menarik 

kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini. 

 

4. Alat Pengumpul Data 

a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-

data smart contract dan lain-lain. 

b. Studi Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan 

menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah 

penelitian ini. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam 

pengembangan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan (library 

research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library 

research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, 

perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas 
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Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 

2. Online: yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan 

dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun 

data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 

 

5. Analisis Data 

Analisis Data pada penelitian ini yaitu kegiatan memfokuskan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan 

rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. 

Analisa data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang 

terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan 

penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kebebasan Berkontrak 

Berbagai bentuk perjanjian dilakukan antara orang dengan orang lainnya, 

antara orang dengan badan-badan hukum yang ada baik dilakukan secara nyata 

dengan cara bertemu muka maupun dengan mempergunakan sarana jaringan 

komputer. Smart Contract adalah sebuah program komputer yang pada dasarnya 

suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data blockchain dengan tujuan 

protocol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-

pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.4 

Dalam smart contract terdiri atas serangkaian kode data di dalam jaringan 

blockchain tanpa mempunyai bentuk fisik sebagaimana perjanjian konvensional. 

Dalam smart contract dibuat secara sepihak oleh penerbit atau pihak penjual 

sehingga muncul adagium “take it or leave it” dikarenakan sifatnya lebih kaku 

dibanding perjanjian konvensional yang isi perjanjian berdasarkan dari kedua belah 

pihak. 

Dalam penggunaan perjanjian baku seharusnya memperhatikan asas-asas 

dalam hukum perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut: 

1.  Asas Konsensualisme 

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari dua pihak 

atau lebih. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat bebas cukup dengan 

melalui konsensus. Konsensus atau kesepakatan kehendak biasanya 

 
4 Adhijoso, Bima Danubrata, loc.cit. 
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dimulai dari adanya penawaran oleh salah satu pihak, dan adanya 

penerimaan dipihak lain sehingga terjadilah perjanjian. Persesuaian 

kehendak/kesepakatan terjadi apabila para pihak sama sama setuju 

terhadap tawaran yang diajukan dan pihak lain menerima tawaran 

tentang isi dan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dan tidak 

mengandung unsur cacat kehendak. 

2.  Asas Pacta Sunt Servanda 

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana 

layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dapat 

dikatakan bahwa apabila para pihak telah membuat suatu perjanjian, 

maka mereka harus mentaati diperjanjikan tidak dapat ditarik kembali 

kecuali atas kesepakatan dari para pihak tersebut. Dan unsur penting 

yang harus diperhatikan adalah bahwa suatu perjanjian itu dilakukan 

dengan iktikad baik. 

3.  Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan dalam berkontrak baru dapat terwujud jika para pihak 

memiliki posisi yang seimbang. Jadi tidak ada pihak yang tertekan dan 

tidak ada pula pihak yang menekan pihak lain. Dalam sebuah perjanjian, 

kebebasan berkontrak dimaksudkan agar para pihak dapat menyusun 

klausul-klausul tertentu yang akan mereka sepakati bersama-sama 
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menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu para pihak 

harusnya tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain dengan maksud 

menguntungkan dirinya sendiri sehingga pihak lain menderita kerugian. 

4.  Asas Iktikad Baik 

Dari ketentuan yang termuat didalam pasal 1338 KUHPerdata terdapat 

asas yang saling memiliki keterkaitan yang mana pada pasal tersebut 

terkandung asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt 

servanda atau asas daya mengikatnya perjanjian dan juga asas Iktikad-

Baik. 

Keberadaan smart contract sebagai legal contract di Indonesia didasari 

Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE) yang berbunyi, 

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik.” Lalu untuk penjelasan “Sistem Elektronik” termaktub dalam Pasal 1 

angka 5 UU ITE yakni, “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Infromasi 

Elektronik.” 

Kedudukan smart contract sebagai legal contract dalam UU ITE sudah 

dianggap sebagai suatu kontrak elektronik dalam Indonesia karena dilakukan dalam 

sistem basis data blockchain.5 Kepastian hukum bagi penggunaan smart contract 

dikaitkan dengan Hukum Perjanjian dalam BW secara umum sudah memenuhi 

 
5 Bahauddin, Achmad. "Aplikasi Blockchain dan Smart Contract Untuk Mendukung 

Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah." Journal Industrial Servicess 5, no. 

1 (2019). 
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unsur kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu serta suatu sebab yang 

halal. Namun belum memenuhi unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

yang mana belum sepenuhnya sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. Karena 

smart contract dibuat dalam perjanjian baku serta isi perjanjian yang dibuat secara 

sepihak. Memang adanya “take it or leave it” dalam smart contract, namun azas 

kebebasan berkontrak serta unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya adalah unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Maka, diperlukan suatu kajian 

yang lebih jauh perihal pemberian ruang para pihak di dalam smart contract agar 

dapat bernegosiasi serta memperlancar penggunaannya sebagai suatu terobosan 

teknologi yang memiliki kepastian hukum. 

 

B. Tinjauan Umum Smart Contract 

Smart Contract diperkenalkan pertama kali oleh Nick Szabo sebagai 

kumpulan kode yang disimpan dan diproses dalam suatu sistem Distributed Ledger 

Technology (DLT)6 komputer yang terprogram secara otomatis sesuai dengan 

kondisi tertentu. Max Raskin mendefinisikan Smart Contract sebagai perjanjian 

yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem komputer. 

Perjanjian tersebut dirancang secara otomatis untuk memastikan baik buruknya 

kinerja tanpa membutuhkan bantuan pengadilan dengan menghilangkan 

kebijaksanaan manusia dari pelaksanaan kontrak. 

 
6 DLT adalah teknologi yang memungkinkan jaringan komputer independen dan tersebar 

secara geografis memperbaharui, berbagi dan menyimpan catatan definitif data (misalnya informasi, 

transaksi) dalam database umum dan terdesentralisasi dengan cara peer-to-peer, tanpa memerlukan 

otoritas dari pusat. dalam Commision de Surveillance du Secteur Financier, Distributed Ledger 

Technologies & Blockchain Technological Risks and Recommendations for the Financial Sector, 

Penerbit CSSF, Luksemburg, 2022, p.8/44. 
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Mark Gates mengungkapkan Smart Contract merupakan sebuah perjanjian 

yang dituangkan dalam kode-kode pemrograman dan dioperasikan oleh suatu 

blockchain atau data ledger sehingga dapat mengeksekusi secara otomatis klausula 

yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian. Dari definisi- definisi tersebut, 

dapat dipahami bahwa Smart Contract memiliki keunikan yaitu bersifat self 

executed atau dapat mengeksekusi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya 

secara otomatis. Selain itu karena bentuk dari perjanjian ini berupa kode 

pemrograman yang terdistribusi melalui blockchain, maka karakteristik yang 

melekat selanjutnya adalah tidak dapat diubah klausulnya (immutable).7 

Terdapat dua model Smart Contract. Pertama, model eksternal yang 

mengharuskan para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian secara 

konvensional terlebih dahulu. Namun, ketentuan tentang klausul operasional atau 

terkait hak dan kewajiban para pihak dibuat dalam bentuk kode yang berfungsi 

sebagai controller pelaksanaan ketentuan kontrak dan secara otomatis akan 

mengeksekusi kontrak setelah terjadi kesepakatan. Kedua, model internal yang 

keseluruhan isi kontrak diterjemahkan dalam bentuk kode. Namun tidak menutup 

kemungkinan pembuatan kontrak secara konvensional yang nantinya akan 

 

 

dituangkan dalam bentuk kode sehingga model internal dikatakan mengikat para 

pihak dan menimbulkan akibat hukum (code as law atau code as contract). 

 
7 Sabrina Oktaviani, Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain dalam 

Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11 (2021), 

p.2210-2211. 
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Smart Contract sebagai suatu bentuk perjanjian yang memuat kesepakatan 

para pihak memiliki dasar hukum yang termuat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH 

Perdata. Di samping kedua ketentuan tersebut terdapat asas kebebasan berkontrak 

(freedom of contract) yang mengisyaratkan bahwa hukum memberikan keleluasaan 

bagi pihak-pihak untuk: 1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) 

mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3) menentukan isi perjanjian, 

pelaksanaan, dan persyaratannya; serta 4) menentukan bentuk perjanjian.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan smart contract dibanding dengan kontrak konvensional adalah 

Smart contract pada dasarnya hampir sama seperti kontrak konvensional sebagai 

 
8 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 2011. 
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sebuah dokumen yang mengikat perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak. 

Yang membedakan smart contract dengan kontrak biasa adalah smart contract 

berbentuk sebuah kode yang tersimpan di blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah smart contract dari platform shopee spinjam: 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengertian dan Pendapat Para Ahli 

Pada ketika anda menerima suatu (atau serangkaian kontrak untuk satu 

transaksi) kontrak yang harus anda pelajari dan kemudian menanggapinya, anda 

akan menghadapi keperluan untuk berkonsentrasi penuh untuk itu. Istilah 

“membaca” untuk suatu (rancangan) kontrak dalam praktik memang bukan suatu 

istilah yang tepat. Sebabnya adalah karena membaca suatu kontrak tidak dapat 

disamakan dengan membaca surat-surat pribadi atau kabar. Surat-surat pribadi pada 

umumnya berisi kisah-kisah atau pernyataan-pernyataan yang sepihak asalnya, dan 

surat kabar memuat berita-berita yang juga sepihak penerbitnya. 

Kontrak memiliki muatan yang tertulis dari dua pihak atau lebih. Suatu 

(rancangan) kontrak karena itu merupakan paduan dari berbagai latar belakang 

pikiran dan pertimbangan yang bertemu dalam (rancangan) kontrak. Disamping itu 

suatu (rancangan) kontrak juga dibatasi oleh rambu-rambu, yang para pihak 

pembuatnya tidak boleh melampauinya. Rambu-rambu itu terutama ditentukan oleh 

hukum dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pihak yang 

menghasilkan (rancangan) kontrak tersebut. Dua faktor utama itulah yang 

mengakibatkan, bahwa “membaca” kontrak lebih baik diartikan sebagai 

“memeriksa” kontrak. Itulah juga sebabnya, mengapa dalam Bahasa inggris jarang 

sekali orang mengatakan “to read a contract” melainkan “to review a contract”. 

Karena suatu (rancangan) kontrak pada akhirnya merupakan rumusan dari 

suatu kesepakatan diantara dua pihak atau lebih, masing-masing dengan latar 
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belakang pikiran dan pertimbangan yang berbeda-beda, hampir tidak pernah kita 

bisa memahami suatu (rancangan) kontrak hanya dengan membaca sebagian dari 

padanya, atau membacanya dengan selintas. Bahkan kerap kali tidak cukup juga 

untuk membacanya sekali saja dari depan hingga pasal atau lampirannya yang 

paling akhir. Bahkan ada jenis-jenis kontrak tertentu yang hanya dapat kita pahami 

betul “filosofinya”, setelah kita menangani kontrak-kontrak sejenis dengan intensif 

setelah beberapa tahun berturut-turut, seperti yang diakui dengan rendah hati oleh 

seorang konsultan hukum kawakan mengenai sifat khusus dari kontrak-kontrak di 

bidang pertambangan. 

Mengingat kenyataan itu tidaklah berlebihan jika dikatakan oleh 

kebanyakan praktisi hukum yang hati-hati, bahwa “memeriksa” suatu (rancangan) 

kontrak bukanlah suatu pekerjaan yang sesederhana “membaca” kontrak 

sebagaimana anggapan dari orang awam pada umumnya. Seringkali para praktisi 

hukum diperlakukan secara kurang adil oleh klien mereka, yaitu manakala mereka 

harus memberikan tanggapan terhadap suatu (rancangan) kontrak dalam waktu satu 

atau paling lama dua hari. Padahal kontrak itu sendiri, apalagi jika berupa rangkaian 

yang terdiri dari beberapa kontrak, acap kali merupakan hasil dari suatu rangkaian 

perundingan yang boleh jadi telah berlangsung berbulan-bulan, dan tidak jarang 

malahan satu atau dua tahun. Memang tidak jarang diakui bahwa pengalaman 

menganalisis kontrak berpengaruh searah terhadap kemampuan dan kecepatan 

dalam menguasai muatan dari suatu kontrak. Artinya, semakin banyak pengalaman 

seseorang dalam menganalisis kontrak, semakin tangkas dan cepat pula dia akan 

mampu menangkap muatan dari (rancangan) kontrak dan kemudian 
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menanggapinya. Kendati begitu, tetap saja diperlakukan waktu yang cukup masuk 

akal untuk setiap orang yang harus melaksanakan pekerjaan memeriksa suatu 

kontrak, apalagi jika disertai dengan permintaan untuk menanggapinya. 

Prosedur menganalisis kontrak prosedur itu dapat digaris besarkan sebagai 

berikut: 

• Membaca kontrak; 

• Memahami kontrak; 

• Menanggapi kontrak; 

• Apa Itu Kontrak. 

Perlu diingatkan di sini, bahwa seseorang yang menyusun suatu (rancangan) 

kontrak sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah “win-win 

attitude”. Artinya adalah suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu 

sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Sikap “right or wrong 

my client” seperti yang seringkali dipraktikkan oleh para pengacara yang beracara 

di pengadilan adalah kurang tepat untuk diterapkan pada penyusunan kontrak. 

Sebabnya adalah terutama karena melalui suatu (rancangan) kontrak orang biasanya 

hendak mengadakan kerjasama atau menyelesaikan suatu persalian secara damai, 

dan bukannya justru mempertajam perbedaan-perbedaan atau memenangkan suatu 

perselisihan. 

Perkataan-perkataan, istilah-istilah, kalimat-kalimat, ayat-ayat, pasal-pasal, 

dan akhirnya (rancangan) kontrak itu sendiri mencerminkan berbagai gagasan 

objek, atau keadaan, sedangkan suatu rancangan kontrak yang memuat kesemuanya 

itu pada akhirnya menampilkan suatu keseluruhan karya yang utuh. 
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Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian 

ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak 

sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak 

dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW karena dalam BW hanya dikenal 

perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang 

secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Kontrak atau perjanjian ini 

merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain 

atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut 

merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya 

seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang 

menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra 

prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling 

berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan 

sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-

masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini 

berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak 

sebagaimana yang dijanjikan. 

Dalam kontrak pada umumnya janji-janji para pihak itu saling 

“berlawanan”, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak 

menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak 

mungkin terjadi jual beli kalua kedua belah pihak menginginkan hal yang sama. 

Walaupun dikatakan pada umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak 
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yang saling berlawanan, dalam perjanjian-perjanjian tertentu para pihak melakukan 

janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian 

Perseroan Terbatas. Dimana para pihak mempunyai kehendak yang sama yaitu 

menyetorkan uang sebagai modal atau saham perseroan, dan masing-masing pihak 

mengharapkan keuntungan dari PT tersebut.  

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik 

itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, hal ini berbeda dari 

perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena 

perikanan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang 

menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan. 

Asas konsensualisme merupakan asas yang sering diartikan bahwa 

dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kontrak, ialah pada saat tercapai 

kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum 

dilaksanakan pada saat itu. hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan 

oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut 

bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak 

berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak 

konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku. 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting 

dalam hukum kontrak. kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 

BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada 
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pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan 

berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas 

dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:  

• Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau, 

• Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, 

• Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, 

• Bebas menentukan bentuk perjanjian, 

• Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin 

kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat 

buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak 

dapat menyimpangnya atau mengesampingkannya kecuali terhadap pasal-pasal 

tertentu yang sifatnya yang memaksa. 

Asas mengikatnya kontrak (Pacta San Servanda), setiap orang membuat 

kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut 

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak 

sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 

ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuatnya secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dan dalam Hukum 

Perjanjian titik ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. sementara itu, ares H. R 
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di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap 

pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik bukan lagi 

pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam 

perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan 

berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh etika baik dan 

hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu 

harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak 

lain bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban 

untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak-

pihak lawan sebelum mendatangani kontrak atau masing-masing pihak harus 

menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan 

iktikad baik9. 

Di Jerman, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apabila 

ditetapkan syarat-syarat umum mengenai perjanjian, kebebasan berkontrak 

dianggap ada sejauh kebebasan ini mengenai isi perjanjian menurut ukurannya 

sendiri, yaitu berdasarkan iktikad baik dengan kewajiban untuk memperhatikan 

kepentingan-kepentingan pihak lawan dalam perjanjian pada awal penyusunan 

syarat-syarat perjanjian itu. Apabila satu pihak hanya mengajukan kepentingan-

kepentingan sendiri, ia menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian.10 

Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik menguasai para pihak 

 
9 J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, Perbuatan Melawan Hukum, Ujung Pandang: 

Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata,1988., hlm.15. 
10 Ibid., hlm.15-16. 
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pada periode Pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan 

yang wajar dari pihak lain.  

Putusan pengadilan Inggris yang menyatakan bahwa apabila orang memiliki 

pengetahuan khusus atau ahli memberikan keterangan kepada pihak lain dengan 

maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian dengannya, dia wajib 

untuk berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya adalah benar dan dapat 

dipercaya,11 juga terkait dengan iktikad baik. 

Asas sikap berhati-hati tersebut merupakan perkembangan asas itikad baik. 

Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan 

adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi 

keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu 

perubahan-perubahan dalam melaksanakan perjanjian, kewajiban untuk 

menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk memelihara mesin-mesin yang 

dipakai, dan sebagainya rumusan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan 

hubungannya dengan kewajiban berhati-hati di luar perjanjian serta untuk 

mencegah kesalahpahaman tentang pengertian iktikad baik.12  

Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada 

tahap pra perjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap 

perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh 

pihak lainnya. 

 
11 ibid., hlm. 17. 
12 Ibid., hlm. 20-21 
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Adapun maksud para pihak dalam kontrak, pihak-pihak dalam kontrak 

dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau 

badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat 

pula bertindak atas nama sendiri, Namun untuk kepentingan orang lain bahkan 

dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.  

Dalam hal yang merupakan pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang 

bukan merupakan badan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut 

tergantung dari bentuk badan usahanya. kalau yang merupakan pihak adalah 

persekutuan firma, secara hukum setiap anggota sekutu berhak mewakili firma 

tersebut, kecuali kalau para sekutu itu sendiri menentukan lain, sedangkan dalam 

persekutuan komanditer yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam 

membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya. Apabila yang melakukan 

kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam 

undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan 

dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. 

Dalam melakukan kontrak seseorang dilarang untuk membebani kewajiban 

kepada pihak ketiga dalam kontrak yang dibuatnya, namun tidak dilarang untuk 

memberikan hak kepada pihak ketiga dalam kontrak tersebut. pemberian hak untuk 

pihak ketiga inilah yang sering disebut dengan janji untuk pihak ketiga. Sebagai 

contoh sederhana kontrak yang dilarang adalah A meminjam uang kepada B dan 

menyatakan bahwa utang tersebut akan dibayar oleh C sebaliknya yang dibolehkan 
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dapat saja terjadi bahwa A meminjamkan uang kepada B dan A menyatakan kepada 

B bahwa pembayaran uang tersebut diberikan saja kepada si C. 

Selain janji untuk pihak ketiga yang dilakukan secara tegas sebagaimana 

disebutkan di atas, pemberian hak terhadap pihak lain ini dapat pula terjadi terhadap 

ahli waris dan juga pihak yang seharusnya memperoleh hak dari pihak tersebut, 

hanya saja antara keduanya terdapat perbedaan karena ahli waris secara hukum 

mewarisi selain hak juga kewajiban pewaris, sedangkan orang yang memperoleh 

hak dengan alas hak khusus tidak dibebani kewajiban.  

Di samping pembagian pihak-pihak di atas masih dapat pula digolongkan 

para pihak dalam perjanjian tersebut ke dalam tiga golongan. Adapun 

penggolongan tersebut adalah sebagai berikut. 

• Pelaku usaha 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi.13 

• Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan garis miring 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

 
13 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.14 

• Non profesional 

Non profesional yang dimaksud di sini adalah orang yang mengadakan 

penjualan barang, tetapi sebenarnya penjualan tersebut bukan 

merupakan pekerjaannya sehingga walaupun orang yang membeli 

barang menggunakan sendiri barang tersebut, namun tidak dapat 

digolongkan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK 

karena dia tidak berhadapan dengan pelaku usaha. 

 Pentingnya pembagian tersebut karena hubungan-hubungan hukum antara 

pihak yang ada dalam satu golongan atau antara pihak dalam golongan yang satu 

dan pihak yang ada dalam golongan lainnya memiliki konsekuensi hukum yang 

berbeda Walaupun demikian kok mas secara keseluruhan tetap dapat diberlakukan 

ketentuan dalam BW sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur antara masing-masing pihak tersebut, seperti 

ketentuan yang mengatur tentang hal berikut.  

Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus diatur dalam 

undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur 

secara khusus dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

 
14 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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konsumen. Perjanjian antara non profesional dan non profesional lainnya tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Hukum kontrak merupakan salah satu norma atau kaidah hukum yang selalu 

berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena 

adanya asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan setiap orang bebas untuk 

mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan bentuk perjanjian dan 

pelaksanaannya. 

Dengan adanya asas itu, maka kini timbul norma hukum kontrak yang baru 

dimana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya 

menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. norma hukum 

ini disebut dengan hukum kontrak elektronik. 

Ada tiga unsur yang tercantum dalam hukum kontrak elektronik, yang 

dalam bahasa Inggris, disebut dengan electronic contract law, yang meliputi:  

• Hukum 

• Kontrak; dan 

• Elektronik. 

David J. Mack mengartikan kontrak sebagai sebuah persetujuan antara dua 

pihak atau lebih untuk melahirkan atau menimbulkan kewajiban hukum dari semua 

pihak, yaitu: Untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau 

serangkaian tindakan terkait. Unsur-unsur kontrak dalam definisi ini meliputi: 

Adanya persetujuan, adanya para pihak atau subjek hukum, adanya kewajiban 

hukum dari semua pihak dan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

Esensi elektronik adalah penggunaan: 
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• Komputer, 

• Jaringan komputer, dan/atau 

• Media elektronik lainnya. 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian hukum kontrak elektronik. 

Hukum kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut elektronic contract 

Law adalah: “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 

subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain untuk menimbulkan hak 

dan kewajiban, dimana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun dalam 

proses persetujuan dilakukan secara elektronik”. 

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi yang ini, yang meliputi 

adanya: 

• Kaidah hukum, 

• Subjek hukum, 

• Objek hukum, 

• Cara terjadinya kontrak. 

Kaidah hukum dibedakan menjadi dua macam, yang tertulis dan tidak 

tertulis. Kaidah hukum tertulis merupakan kaidah hukum yang dituangkan dalam 

sebuah tulisan, baik yang bersumber dari perikatan maupun undang-

undang.  kaidah hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang tidak tercatat. 

kaidah ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Subjek hukum dalam hukum kontrak secara elektronik terdiri atas dua pihak 

atau lebih. penyebutan subjek hukum ini tergantung pada jenis perbuatan yang 
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dilakukan oleh para pihak. misalnya, dalam jual beli, maka para pihaknya disebut 

dengan penjual secara elektronik dan pembeli secara elektronik. 

Objek hukum dalam perjanjian jual beli, yaitu barang dan harga atau uang. 

Cara terjadinya kontrak, baik penawaran, penerimaan, maupun proses 

terjadinya kontrak menggunakan: Komputer, Jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. 

Pengertian kontrak elektronik tercantum dalam pasal 1 angka 17 undang-

undang nomor 19 tahun 2016 tentang undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik. Kontrak elektronik adalah: “perjanjian para 

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Definisi ini sangat singkat dan tidak 

tampak tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya hubungan hukum 

tersebut.  Ada dua hal yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi: 

• Adanya para pihak dan 

• Cara terjadinya kontrak 

Para pihak adalah subjek yang melaksanakan kontrak dengan sistem 

elektronik. Cara terjadinya kontrak adalah sistem elektronik.  Esensi sistem 

elektronik adalah serangkaian: 

• Perangkat, 

• Prosedur dan 

• Informasi elektronik 

Sementara itu, pengertian kontrak elektronik dapat dikaji dari pandangan 

ahli, berikut ini: 
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Benita Ezaigbo, ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi yang 

dikemukakan oleh Benita Ezeigbo, yang meliputi: 

• Esensinya, 

• Para pihaknya, 

• Cara dibuatnya kontrak, 

• Bentuk perjanjiannya. 

Esensi kontrak elektronik adalah jenis perjanjian yang dikenal dalam 

perdagangan yang dilakukan secara elektronik.  para pihak dalam perjanjian ini, 

yaitu dua orang atau lebih. para pihak dalam dunia perdagangan yaitu penjual dan 

pembeli.  Di samping itu, para pihak dalam kontrak elektronik adalah individu dan 

agen elektronik. Dapat juga interaksi dua agen elektronik dengan lainnya. cara 

melakukan transaksi itu adalah menggunakan elektronik, yaitu email. Bentuk 

kontrak elektronik sudah dilakukan dan ditentukan pelaksanaannya dengan 

menggunakan perangkat lunak atau software system.  Software system di konsepkan 

sebagai “perangkat program, prosedur, dan dokumen yang diberikan dengan suatu 

sistem (misalnya sistem komputer).15 

 Ann o’connel, esensi kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan 

ditandatangani dalam bentuk elektronik. Subjek dalam perjanjian ini adalah para 

pelaku bisnis. Cara terjadinya kontrak elektronik yaitu dalam bentuk tulisan di 

dalam komputer dan di emailkan kepada pihak lain. Pihak lain menerimanya. 

 

 
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 668. 
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Sankalp Jain, bahwa kontrak elektronik merupakan kontrak yang 

menggunakan perangkat elektronik (software sistem). Selanjutnya Sankalp Jain 

mengemukakan bahwa kontrak elektronik sangat mirip dengan iklan tradisional 

berbasis kertas. vendor penjual mempresentasikan produk, harga dan ketentuan 

mereka kepada calon pembeli titik pembeli mempertimbangkan opsi, 

menegosiasikan harga, tempat pesanan dan melakukan pembayaran.  

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian kontrak 

elektronik. kontrak elektronik dikonsepkan sebagai persetujuan yang dibuat antara 

dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban 

yang timbal balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer Media 

elektronik lainnya ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi 

subjek dan cara membuatnya. 

Subjek dalam kontrak elektronik tergantung pada jenis perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para pihak. para pihak dalam kontrak elektronik dapat berupa: 

Penjual dan pembeli secara elektronik, penyelenggara layanan elektronik dengan 

pemberi pinjaman secara elektronik, pemberi pinjaman secara elektronik dengan 

penerima pinjaman secara elektronik. 

Objek kontrak elektronik, yaitu berupa benda bergerak titik benda bergerak 

seperti baju, uang, saham dan lain-lain. salah satu pihak, seperti pihak pertama 

mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak 

lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu seperti pihak 

penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli 
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berkewajiban menyerahkan uang. inti objek kontrak elektronik adalah harga atau 

uang dan benda. 

Cara membuat kontrak, yaitu menggunakan sistem elektronik. sistem 

elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi 

elektronik.  esensi sistem elektronik adalah perangkat, prosedur dan informasi 

elektronik”.16 Esensi perangkat adalah alat yang digunakan dalam menyebarkan 

informasi elektronik. Prosedur adalah berkaitan tahapan-tahapan dalam penyebaran 

informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, elektronik data Inter Change atau Edi, surat elektronik atau 

elektronik mil, telegram, Teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Esensi informasi elektronik, 

yaitu data elektronik data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, dan lain-

lain. Media elektronik lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Facebook 

dan Instagram hanya digunakan dalam proses Penawaran terhadap barang yang 

ditawarkan oleh penjual. 

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 BW. 

Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur 

 
16 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat akan tetapi 

cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457 

BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut: Perjanjian jual beli 

merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan”. 

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena 

mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai 

unsur esensial dan aksidentalia dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya 

kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalia, karena walaupun para pihak 

sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang 

terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak 

tercapai kesepakatan.  akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial 

dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga 

barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul 

yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan 

tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau BW atau biasa disebut 

unsur naturalia. 

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut e-commerce atau 

elektronik commerce, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang 

cukup lama, Terutama sejak dikenalnya credit cards, automated teller 

machines, dan telephone banking.  hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut 
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semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang 

luas, seperti dalam jual beli. 

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual 

beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk 

pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara 

keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak 

hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang 

dampak-dampak tersebut. 

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi pertanyaan Bagaimana cara lahirnya 

kontrak yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya 

kontrak juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya 

penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.  hanya saja yang perlu 

dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan 

dalam jual beli melalui internet atau e-commerce tersebut. 

Dalam transaksi e-commerce yang melakukan penawaran adalah mersence 

atau pihak penjual yang memanfaatkan website untuk memasarkan barang atau jasa 

yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan 

melalui email yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang email yang 

dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang membuat katalog tentang 

barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk tentang harga dan spesifikasi barang 

yang ditawarkan.  di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan 

etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya 

dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan e-commerce 
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ini, pembeli tidak perlu harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko 

akan tutup pada jam-jam tertentu. Jika pembeli setuju untuk membeli barang-

barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, 

pembeli menyatakan persetujuannya melalui website, email, atau elektronic data 

interchange, tergantung pada cyber system tersebut. Apabila para pihak telah setuju 

dengan jual beli tersebut, dilakukanlah pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

sistem ATM, pembayaran cash, ataupun dengan perantaraan pihak ketiga seperti 

kartu kredit online atau check online. Dengan selesainya pembayaran, maka barang 

yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa 

pihak ketiga, Dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam 

komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang 

untuk pengiriman barang tersebut. 

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dalam bahasa Inggris 

disebut dengan sale and purchase agreement through and electronic system, 

Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Koop-en-verkoopvereenkomst 

via een electronisch systeem Merupakan salah satu cara dimana penjual 

menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada 

penjual dengan cara elektronik.  ada dua konsep yang tercantum dalam perjanjian 

jual beli secara elektronik yang meliputi perjanjian jual beli dan sistem elektronik. 

 Pasal 1457 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dikonsepkan sebagai suatu 

perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 
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Salim HS, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara 

pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan 

objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli 

berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.17 Ada 4 

unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian jual beli yang dikemukakan oleh 

Salim HS yang meliputi adanya perjanjian, subjek hukum yaitu penjual dan 

pembeli, objek hukum, dan prestasi. Prestasi dalam perjanjian jual beli yaitu pihak 

penjual menyerahkan barang dan haknya menerima uang atau harga dan benda-

benda dan hak membeli yaitu menerima barang dan kewajibannya yaitu 

menyerahkan uang atau harga. Unsur kedua yang tercantum dalam perjanjian jual 

beli, yaitu sistem elektronik.  sistem elektronik adalah “serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, mena menampilkan, mengumumkan, 

mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.  esensi sistem elektronik 

adalah perangkat prosedur dan informasi elektronik”.18 

Ada 9 fungsi sistem elektronik yang meliputi: 

• Mempersiapkan, 

• Mengumpulkan, 

• Mengolah, 

• Menganalisis, 

• Menyimpan, 

 
17 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017), hlm. 49. 
18 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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• Menampilkan, 

• Mengumumkan, 

• Mengirimkan, 

• Menyebarkan informasi elektronik. 

Dari paparan di atas dapat dikemukakan pengertian jual beli secara 

elektronik. Perjanjian jual beli secara elektronik adalah perjanjian yang mengatur 

hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dimana pihak penjual 

berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli dan menerima harga, dan berhak 

menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. 

Hubungan hukum para pihak dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik disebut dengan transaksi elektronik.  transaksi elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer dan atau media elektronik lainnya.19 Komputer adalah alat untuk 

memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi 

logika, matematika, aritmatika dan penyimpanan.20 Jaringan sistem elektronik 

adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun 

terbuka.21 Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan 

 
19Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.  
20 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. 
21Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.   
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menyebarkan informasi.22 Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan 

menyebarkan informasi elektronik.23 Menyebarkan  informasi elektronik 

dikonsepkan menyiarkan informasi dengan yang menggunakan komputer, jaringan 

komputer ataupun media lainnya.  

Keberadaan teknologi digital atau elektronik akan melahirkan berbagai teori 

yang dikemukakan oleh para ahli. salah satu teori itu adalah teori kontrak elektronik 

atau disebut juga dengan electronic contract theory. Ada dua komponen yang 

tercantum dalam teori kontrak elektronik, yang meliputi teori dan kontrak 

elektronik.  

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 

elektronik.24  Esensi elektronik adalah penggunaan komputer, jaringan komputer, 

atau media lainnya di dalam mengadakan transaksi. fokus teori kontrak elektronik 

ini adalah pada saat terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara 

elektronik. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi teori kontrak elektronik, 

yang meliputi: pandangan ahli; fokus kajiannya; dan cara terjadinya. 

Pandangan ahli dikonsepkan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang ahli. ahli adalah orang yang memahami sesuatu hal. fokus kajian teori 

kontrak elektronik, yaitu momentum terjadinya kontrak. cara terjadinya kontrak itu 

 
22Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.   
23 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. 
24 Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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adalah secara elektronik. artinya menggunakan komputer, jaringan komputer, 

maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet. 

 

A. Keberadaan Smart Contract Dalam Hukum Perjanjian 

Keberadaan smart contract telah merambah ke sektor perdagangan 

keuangan, layanan asuransi, otorisasi kredit, proses hukum dan bahkan untuk 

pengumpulan dana/crowdfunding (ICO). Saat ini, banyak platform yang 

mengaplikasikan kontrak cerdas, termasuk Ethereum, Bitcoin dan Nxt. Dengan 

perkembangan teknologi dan semakin banyaknya orang yang menggunakan Bitcoin 

dan teknologi Blockchain, aplikasi smart contract akan semakin popular dan 

menjadi primadona. Hampir semua cryptocurrency memiliki smart contract untuk 

efisisensi dan alasan keamanan. 

Dalam definisi yang lebih formal, smart contract adalah metode 

menggunakan Bitcoin untuk membentuk perjanjian dengan orangorang melalui 

blockchain. Data smart contract dienkripsi pada satu buku besar bersama, sehingga 

keseluruhan informasi dapat terdata dan tersimpan dalam blok yang tidak mungkin 

hilang atau di rekayasa oleh sebelah pihak. Ada tiga elemen kontrak cerdas yang 

membuat berbeda dengan kontrak pada umumnya adalah otonomi, kemandirian, 

dan desentralisasi. Otonomi berarti bahwa setelah diluncurkan dan berjalan, sebuah 

kontrak dan agen pemula tidak perlu menghubungi lebih lanjut. Kedua, kontrak 

pintar mungkin mandiri dalam kemampuan mereka untuk mengerahkan sumber 

daya yaitu, mengumpulkan dana dengan menyediakan layanan atau menerbitkan 

ekuitas, dan membelanjakannya untuk sumber daya yang diperlukan, seperti 
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pemrosesan daya atau penyimpanan. Ketiga, kontrak pintar terdesentralisasi karena 

tidak bertahan di satu server terpusat; mereka didistribusikan dan dijalankan sendiri 

node jaringan. 

Smart contract ditinjau dari fungsi dan penerapannya dapat dikelompokkan 

dalam 5 (lima) macam. Yaitu basic token contract, crowd sale contract, mintable 

contract, refundable contract, dan terminable contract. Dari kelima macam bentuk 

smart contract, empat bentuk pertama merupakan macam smart contract yang 

umum digunakan dalam jual beli cryptocurrencies. Sedangkan Terminable 

Contract merupakan bentuk smart contract yang dapat digunakan untuk sistem 

blockchain dalam jual beli barang online dan eksekusi program blockchain dalam 

jasa keuangan.25 

Saat ini, penggunaan smart contract telah merambah diberbagai bidang, 

seperti perbankan, jasa keuangan, fintech, kesehatan, pemerintahan, asuransi dan e-

commerce. Teknologi smart contract semakin menjadi primadona dalam sektor 

bisnis dan perdagangan dipenjuru dunia. Seperti penggunaan smart contract seperti 

Fizzy AXA yang menggunakan smart contract untuk melakukan pencairan 

kompensasi dalam kegagalan atau keterlambatan penerbangan komersial yang 

dapat dilakukan dalam hitungan menit. 

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata pasal 1313 

perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian adalah perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainatau lebih. Suatu 

 
25 Reggie O’Shields, Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain, (Cambridge 

Uni-versity Press 2017), 11. 



55 
 

kontrak yang mengikat secara hukum hanya lahir apabila kontrak tersebut dibentuk 

secara sah, sehingga dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Hal inilah yang dikenal sebagai asas pacta sunt servanda yang berarti 

setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat selayaknya undang-undang di 

antara para pihaknya. Kontrak (akad) dalam prespektif hukum perjanjian syariah 

adalah keterikatan ijab yang timbul dari salah satu pihak berakad dengan 

penerimaan dari pihak lain yang berakibat hukum pada obyek akad, dimana akad 

tersebut terbentuk atas akad perikatan dari masing-masing pihak berakad dengan 

pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain. 

Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH hukum perikatan merupakan 

seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Qur’an, As-Sunnah, dan Ar-

Ro’yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih 

mengenahi suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Sedangkan 

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 menyebutkan 

bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Melalui Pasal 1320 BW lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam membentuk 

suatu kontrak yang sah, kontrak tersebut haruslah dibuat oleh pihak yang cakap, 

dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, atas adanya suatu hal tertentu yang 

menjadi objek perjanjian, dan atas dasar suatu sebab yang halal. Dan yang tidak 

kalah terpenting adalah pengamalan dari asas iktikad baik dalam suatu kontrak. 

Dalam pasal 1338 disebutkan bahwa “persetujuan harus dilaksanakan dengan 
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iktikad baik”, namun tidak ada keterang lebih lanjut terkait dengan makna dari asas 

iktikad baik tersebut di dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata. 

Menurut Ridwan Khairandy Iktikad baik (good faith) dalam pelaksanaan 

kontrak merupakan lembaga hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum 

Romawi yang kemudian diserap oleh Civil Law. Belakangan, asas ini diterima pula 

hukum kontrak di negara-negara yang menganut Common Law, seperti Amerika 

Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum 

internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales of 

Goods. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (super eminent 

principle) dalam kontrak. Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum 

kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak. Walapun iktikad baik dalam 

pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak, namun 

ia masih meninggalkan kontroversi yang menurut Ridwan Khairandy sekurang 

kurangnya menyangkut tiga persoalan, yaitu menyangkut pengertian iktikad baik 

tidak bersifat universal. Kedua, tolok ukur yang digunakan hakim untuk menilai 

ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. Ketiga, pemahaman dan sikap pengadilan 

di Indonesia berkaitan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. 

Akibat perkembangan teknologi lahirlah suatu bentuk kontrak yang 

dinamakan smart contract. Smart contract adalah sebuah program komputer yang 

pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data blockchain 

dengan tujuan protocol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian 

diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara 

otomatis blockchain (Adhijoso, 2019 dalam Tanumiharjo dan Putra, 2022). Klausa 
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yang diatur ialah perihal klausa pembayaran, pengiriman, garansi serta force 

majure. Dalam smart contract terdiri atas serangkaian kode data di dalam jaringan 

blockchain tanpa mempunyai bentuk fisik sebagaimana perjanjian konvensional 

(Tanumiharjo dan Putra, 2022). 

Pembuatan suatu kontrak juga memperhatikan asas-asas hukum kontrak, 

yang diantaranya: Asas kebebasan berkontrak, asas yang memberikan kebebasan 

bagi para pihak untuk membuat kontrak. Asas ini merupakan asas yang pada 

umumnya ada disetiap hukum kontrak di semua negara. Asas konsesualisme, asas 

yang menyatakan bahwa kontrak lahir karena kata sepakat. Asas itikad baik, asas 

yang menyatakan bahwa pihak dalam membuat kontrak harus berdasarkan 

kejujuran dan menjalankan kontrak dengan rasional dan patut. Asas mengikatnya 

kontrak atau pacta sunt servanda, asas yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang 

dibuat secara sah maka kontrak mengikat para pihak layaknya undang-undang. 

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah 

mengikat para pihak sebagai undang-undang. Setiap subjek hukum bebas membuat 

perjanjian, baik bentuk, isinya maupun waktu dan cara pelaksanaannya. Suatu 

kontrak dapat dibuat oleh siapa saja secara bebas, selama memenuhi syarat sah 

kontrak dan tidak melanggar ketentuan Perundang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Pada dasarnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak pada umumnya, 

yang berbeda jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sedangkan 

kontrak konvensional atau pada umumnya dibuat tanpa melalui sistem elektronik 
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tetapi langsung dibuat secara lisan maupun tertulis dalam suatu kertas. Begitupun 

smart contract yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik dengan 

menggunakan suatu program. Kehadiran smart contract dalam praktek kehidupan 

saat ini terutama di Indonesia memberikan kemudahan yaitu efisiensi biaya dan 

waktu sehingga para pihak tidak harus bertemu langsung untuk membuat kontrak. 

Smart contract yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik merupakan 

suatu kebaruan dalam bidang kontrak. Di Indonesia dapat berkembang karena sifat 

buku ketiga. KUHPerdata sebagai dasar hukum kontrak di Indonesia terbuka 

sehingga memberikan kesempatan lahirnya bentuk-bentuk maupun macam-macam 

kontrak yang baru yang sebelumnya belum di atur dalam KUHPerdata. Selain itu 

adanya asas kebebasan berkontrak juga menjadi penyebab adanya smart contract, 

karena smarct contract merupakan perwujudan kebebasan para pihak untuk 

membuat suatu kontrak dengan isi, bentuk, cara, waktu sesuai yang mereka 

sepakati. Sehingga, dapat diketahui bahwa smart contract di Indonesia lahir karena 

buku ketiga KUHPerdata yang bersifat terbuka dan pelengkap dan adanya asas 

kebebasan untuk berkontrak. 

Smart contract bentuk dari kontrak elektronik, dan kontrak elektronik diatur 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya 

disebut UU ITE selain itu juga diatur pelaksananya dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

selanjutnya disebut PP PSTE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebut PP PMSE. 
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Smart contract memang memberikan kemudahan untuk membuat kontrak 

dan membuat efisiensi waktu serta menghemat biaya. Tetapi masih ada beberapa 

hal yang perlu untuk ditingkatkan yaitu tentang keamanan data pribadi para pihak, 

yang mana menggunakan sistem elektronik keamanan data pribadi dapat mudah 

bocor, sehingga diperlukan antisipasi kebocoran data pribadi dalam menggunakan 

smart contract. Smart contract dapat diterapkan atau digunakan di Indonesia 

selama tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Penggunaan smart contract dalam e-commerce sebagai suatu kontrak 

elektronik harus menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 55 PP PMSE atau setidaknya dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat 

dibaca, diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen dalam e-commerce (Kadly, dkk: 

2021). 

 

B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Smart Contract 

Pada era perdagangan bebas, terdapat dua hal yang berkaitan dengan 

konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan 

bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak 

terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karenanya konsumen 

lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik 

berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun 

harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan 

lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk 
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perundang-undangan.26 Dalam hal ini E-Commerce memiliki arti yang berbeda bagi 

setiap orang yang berbeda. 

Dalam undang-undang Pasal 1, butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), 

disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah: “Perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan mengunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, 

transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di 

atas”. 

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib 

menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk 

secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UU ITE ayat 1 dan 2. Kontrak elektronik 

dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para 

pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi 

elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. 

Seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk 

memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. 

Dalam Pasal 18, Ayat (2) UU ITE. Sebelum melakukan transaksi elektronik, 

maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk 

melakukan transaksi. Pasal 20 Ayat (1) UU ITE. Pasal 20 Ayat (2) Dalam 

melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan 

 
26 Diah Sri Pratiwi, Ni Kadek, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, Jurnal Fakultas Hukum, 

Universitas Udayana, Vol. 7. No. 5 Januari 2019. 
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pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam 

pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan 

kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 21, Ayat (1) Pasal 21, Ayat (2) angka 1 Pasal 21, Ayat (2) angka 2 UU 

ITE. Jika transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab 

penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 21, Ayat (2) angka 3, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (4) UU ITE. 

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis elektronik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal 

pembayaran, merchant mengharuskan untuk melakukan pelunasan 

pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru 

setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang di pesan.  

2. Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa 

pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak 

sesuai dengan yang dipesan. 

3. Privacy data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara 

hukum. Pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik 

data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para 

pihak yang melakukan transaksi E-Commerce, yang termuat dalam Pasal 

25 UU ITE “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang 

disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual 



62 
 

yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual 

berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.  

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari 

pemakaian transasksi jual beli online sudah seharusnya dibebankan kepada pihak 

pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya 

wanprestasi oleh pihak pelaku usaha, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak 

dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugiterhadap konsumen apabila 

dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli online.  

Pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh 

konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara 

online. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam 

sebuah aplikasi jual jual beli online, pada dasarnya berada dalam tanggung jawab 

pihak penjual barang. Namun mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian 

yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha 

jual beli online, karena selama proses transaksi berlangsung dari pihak pelaku usaha 

jual beli online yang berhadapan langsung secara digital dengan konsumen. 

Pembebanan tanggung jawab terhadap pihak penjual yang didasarkan pada 

adanya kontrak tersebut membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya 

timbul di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang juga 

menjadi korban dari suatu produk cacat atau rusak tidak akan terlindungi atau 

berdasarkan hubungan privity of contract. Sementara itu, Implied Warranty adalah 
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jaminan berasal dari undang-undang atau bentuk hukum lain. Misalnya, kewajiban 

penjual untuk menanggung adanya kerusakan tersembunyi pada barang yang 

dijualnya, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam 

keadaan yang demikian telah minta kesepakatan bahwa ia tidak diwajibkan 

menanggung sesuatu apa pun (pasal 1506 KUHPerdata). Menurut pasal 1504 

KUHPerdata, penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada 

barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang 

dimaksudkan (not fit for purpose). 

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban 

yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian 

tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi itu dapat berupa memberi 

sesuatu hal, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi sendiri diatur 

didalam buku ke III Pasal 1234-1252 KUHPerdata, ganti rugi wanprestasi adalah 

segala bentuk ganti rugi yang dibebankan oleh debitur yang tidak memenuhi isi dari 

suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kreditur dan debitur. 

Didalam Pasal 1249 ditentukan cara membayar ganti rugi yang ditimbulkan 

oleh wanprestasi tersebut, didalam pasal ini dikatakan bahwa bentuk ganti rugi yang 

dapat digunaknanya adalah dalam bentuk uang, menurut para ahli bahwa uang 

merupakan hal yang sangat praktis dan paling sedikit dalam hal menimbulkan suatu 

keselisihan. Dalam Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa gugatan melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan ditempat kedudukan 

konsumen. Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa unsur-unsur kesalahan yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut dan pertanggungjawabannya serta beban 
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pembuktiannya. Beban pembuktian tersebut merupakan hal yang sangat penting 

dalam hal dapat atau tidaknya penuntutan perkara perdata dikabulkan.  

Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku 

usaha online terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara melalui jalur hukum 

(litigasi) yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta 

pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk 

tertulis yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan 

kepada seketariat Baadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Dalam suatu perjanjian atau kontrak khususnya smart contract, asas 

proporsionalitas atau keseimbangan haruslah dikedepankan untuk menjamin 

keseimbangan proses pertukaran hak dan kewajiban sehingga perjanjian tersebut 

sudah memenuhi unsur keadilan. Mahmud Marzuki berpendapat bahwa asas 

proporsionalitas ini dapat dilihat dalam hal hubungan para pihak yang setara, adil, 

dan tidak berat sebelah. 

Pada prinsipnya, setiap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak 

diharapkan dapar berjalan sebagaimana mestinya, namun apabila hal itu 

menimbulkan masalah, yang menjadi pertanyaan kini siapa yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Jawaban atas hal itu telah ditentukan 

dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Pihak yang dapat melakukan transaksi elektronik adalah: 

a. Pengirim atau penerima sendiri, 

b. Melalui pihak yang dikuasakan olehnya, dan 

c. Melalui agen elektronik. 
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Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan 

transaksi elektronik disajikan sebagai berikut ini. 

a.  Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi 

elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. 

b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi 

kuasa, atau 

c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyenggara 

agen elektronik.27 

Tanggung jawab itu tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya: 

a. Keadaan memaksa, 

b. Kesalahan, dan/atau, 

c. Kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.28 

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan orang-

orang atau yang menanggung kerugian yang disebabkan gagal beroperasinya agen 

elektronik. 

a. Penyelenggara agen elektronik, Jika kerugian transaksi elektornik 

disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak 

 
27 Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektornik. 
28 Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektornik. 
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ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum 

menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. 

b. Pengguna jasa layanan, Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan 

gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa 

layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa 

layanan. 

 

C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dengan Smart Contract dalam Jual 

Beli di E-Commerce 

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, 

khususnya mengenai hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan 

menurut Rutten, hukum kontrak seharusnya didasarkan pada asas kebebasan 

berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga 

dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang 

lingkup yang sama.29 

Pada pengaturan hukum perjanjian di Indonesia, Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata menjadi dasar pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam 

sistem hukum perjanjian di Indonesia, dimana pada ketentuan tersebut dirumuskan 

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-

undang.30 Asas kebebasan berkontrak ini dapat menjadi dasar keabsahan bagi 

kontrak-kontrak yang sedianya belum dikenal pengaturannya dalam sistem hukum 

 
29 Sutan Remy Sjahdeini, supra note 43, hlm. 47. 
30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps, 1338 ayat (1). 
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perjanjian yang sudah ada sebelumnya, terlepas dari apapun isi rumusan dan bentuk 

dari kontrak tersebut.31 

Hal ini yang kemudian dapat menjadi dasar diakuinya perjanjian tidak 

bernama yang pengaturannya tidak terdapat dalam KUHperdata. Eksistensi smart 

contract sebagai suatu bentuk perjanjian yang belum dikenal dalam rezim hukum 

perjanjian di Indonesia seharusnya tidak menjadi batasan perkembangan serta 

penerapan smart contract di Indonesia mengingat yang telah disampaikan Sutan 

Remy Sjahdeini menyimpulkan mengenai ruang lingkup dari asas kebebasan 

berkontrak dimana salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan bentuk dari 

suatu perjanjian. 

Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak dapat dijadikan sebagai 

landasan untuk mengakui eksistensi smart contract sebagai suatu bentuk perjanjian 

yang diakui dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Hal tersebut diakselerasi 

dengan pengakuan smart contract sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum 

oleh negara-negara lain seperti Italia dan Malta. Kedua negara tersebut mendasari 

pengakuan smart contract dalam hukum perjanjian negaranya dengan menerapkan 

asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut kemudian menjadi dasar untuk 

menyatakan bahwa smart contract memiliki kekuatan mengikat secara hukum 

ketika unsur-unsur dalam syarat sah perjanjian telah terpenuhi. 

Namun, dalam perkembangannya, ternyata asas kebebasan berkontrak 

dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan 

 
31 Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 

18. 
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berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para pihak 

yang seimbang, sedangkan klausula dalam smart contact seperti industri asuransi 

dibuat dalam bentuk baku (adhesion contract) dimana syarat-syarat tertentu hanya 

dibuat oleh perusahaan asuransi untuk diterima atau ditolak (take it or leave it) oleh 

tertanggung sehingga dalam menyusun isi perjanjian jarang melalui proses 

negosiasi dan akhirnya membuat posisi para pihak menjadi tidak seimbang. 

Hal tersebut lantas menyebabkan berkurangnya asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana yang disampaikan oleh Setiawan bahwa terdapat dua hal yang dapat 

membatasi kebebasan berkontrak, yakni pertama, maraknya perjanjian yang dibuat 

dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar take it or leave it. Dan 

kedua, semakin berkembang peraturan perundang-undangan yang turut membatasi 

kebebasan berkontrak.32 

Adapun dalam hukum perjanjian di Indonesia, asas kebebasan berkontrak 

dibatasi oleh 4 (empat) syarat sah perjanjian di Indonesia, yaitu kesepakatan antara 

kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, 

dan suatu sebab yang halal. Selain itu, peraturan yang membatasi asas kebebasan 

berkontrak, khususnya mengenai perjanjian baku termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yaitu: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan 

 
32 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), 

hlm. 179. 
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tanggungjawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku 

usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari 

konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 

kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak 

kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya 

konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi 

kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku 

usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 

dimengerti. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak yang menjadi landasan 

keabsahan dari smart contract dalam hukum perjanjian di Indonesia perlu 

memperhatikan batasan-batasan yang diberikan terhadap asas tersebut yaitu syarat 

sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 18 ayat 

(1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengenai batasan-batasan perjanjian 

baku agar tidak merugikan tertanggung yang dalam hal ini menjadi konsumen. 
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Perlu diketahui bahwa dalam praktiknya, hampir seluruh perjanjian di dunia 

bisnis terutama yang berkelanjutan seperti perjanjian asuransi dilaksanakan dalam 

bentuk standar baku sehingga membatasi kebebasan berkontrak. Perjanjian menjadi 

semakin lazim digunakan dalam transaksi perdagangan dengan alasan efektivitas 

dan mendukung sirkulasi perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan kenyataan 

bahwa terbentuknya perjanjian baku juga lahir dari kebutuhan masyarakat itu 

sendiri. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Keberadaan smart contract dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu 

smart contract lahir karena adanya kebebasan berkontrak dan dasar 

hukum kontrak yaitu buku ketiga KUHPerdata yang bersifat terbuka dan 

pelengkap, sehingga smart contract dapat diterapkan selama tidak 

melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Smart contract merupakan 

kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mana di dalamnya 

mengatur bagaimana seharusnya menggunakan kontrak elektronik. 

2. Tanggung jawab para pihak dalam smart contract yaitu berdasarkan 

pasal 1473 sampai dengan pasal 1512 KUHPerdata disebut ada dua 

kewajiban utama penjual, yang meliputi; menyatakan dengan tegas 

tentang perjanjian jual beli tersebut dan menyerahkan barangnya dan 

menanggungnya. Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli. 

Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian terhadap 

barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan membayar 
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bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan 

memberikan hasil atau lain pendapatan. Hak pembeli adalah menerima 

barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. 

3. Penerapan asas kebebasan berkontrak dengan smart contract dalam jual 

beli di e-commerce telah diakui secara implisit sehingga hukum nasional 

masih dapat menopang keabsahan smart contract. Walaupun masih 

bersifat umum terkait dengan validitas dari smart contract. Oleh 

karenanya, pengaturan sui generis diperlukan untuk mengakomodir 

pengaturan lebih detail sesuai dengan karakteristik transaksi dan masalah 

yang muncul pada masing-masing sektor, baik pengaturan yang 

diterbitkan oleh regulator maupun bersifat self-regulation. 

B. Saran 

1. Diharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi produk hukum secara 

spesifik tentang legalitas keberadaan smart contract dalam hukum 

perjanjian di Indonesia agar kedepannya penggunaan smart contract di 

tengah masyarakat tidak menjadi tabu. 

2. Diharapkan bagi masyarakat kerjasama dengan pemerintah dan para ahli 

mengenai penggunaan smart contract agar para pihak saling mengerti 

tanggung jawab antara hak dan kewajiban para pihak di dalam smart 

contract sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum dalam 

penggunaannya. 
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3. Diharapkan legislatif membuat undang-undang lex spesialis mengenai 

smart contract sehingga di dalam transaksi pengguna smart contract 

menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, tegas dan eksplisit. 
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LAMPIRAN 

Smart contract dari platform shopee spinjam: 
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